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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V. 1 Kesimpulan 

V. 1. 1 Pada simpang 3 Singodutan Kabupaten Wonogiri memiliki 

tingkat pelayanan yang berbeda-beda. Pada kaki simpang U 

(solo) dan kaki simpang Selatan (Wonogiri) yaitu D. 

Sedangkan kaki simpang Barat (Klaten) memiliki tingkat 

pelayanan A.   

V. 1. 2 Berdasarkan hasil analisa kondisi Simpang 3 Singodutan, 

perlengkapan jalan masih kurang baik. Marka banyak yang 

terhapus serta rambu tidak lengkap. Kemudian geometrik 

pada simpang tersebut kurang simetris menyebabkan 

kurangnya kenyamanan dan keamanan bagi pengendara. 

V. 1. 3 Rekomendasi untuk Simpang 3 Singodutan yaitu perbaikan 

perlengkapan jalan seperti kelengkapan marka dan rambu 

serta perbaikan geometrik yaitu dengan pemotongan lebar 

median semula berukuran 9 m menjadi 5 m sesuai dengan 

(Pedoman Perencanaan Median Departemen Permukiman dan 

Perencanaan Wilayah Pd. T-17-2004-B).P 

V. 2 Saran 

V. 2.1 Perlu adanya lanjutan penelitian mengenai perbandingan 

antara kendaraan yang belok kiri langsung dengan belok kiri 

mengikuti APILL.  

V. 2.2 Kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Wonogiri, 

perlu adanya perbaikan bahu jalan dan trotoar. 

V. 2.3 Bagi Dinas Perhubungan, perlu adanya peningkatan fasilitas 

dan perlengkapan jalan. 
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